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Pemohon Tanggung Jawab Negara
Dalam Hukum Internasional




Up to the present, Ahe discussion of secondary rules or state responsibility law under
International law is still on the debate of the international community. However, state
responsibility can be claimed on the international relations when a state is di^^advan-
tagedby the otherstate, because of the violation of the obligations which raises from
treaty, customary international law, or because of not fulfilled the international court
decision.
Pendahuluan
Prinsip kedaulatan negara dalam hubungan Dalam interaksinya satu sama lain amat
internasional sangatlah dominan. Negara besar kemungkinannya negara membuat
berdaulat yang satu tidak tunduk pada negara kesalahan ataupun pelanggaran yang
berdaulat yang lain. Negara mempunyai merugikan negara lain, disinilah muncul
kedaulatan penuh atas orang, barang dan pertanggungjawaban negara tersebut.'
perbuatan yang ada dl teritorialnya. Mesklpun Pertanggungjawaban negara dalam hukum
demikian, tidaklah berarti bahwa negara dapat internasional pada dasarnya dilatarbelakangi
menggunakan kedaulatan itu seenaknya sendlri. pemikiran bahwa tidak ada satupun negara
Hukum internasional telah mengatur bahwa di yang dapat menlkmati hak-haknya tanpa
dalam kedaulatan terkalt di dalamnya kewajiban menghormati hak-hak negara lain. Setiap
untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan pelanggaran terhadap hak negara lain menye-
tersebut. Karenanya, suatu negara dapat dlmlntai babkan negara tersebut wajib untuk memper-
pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan baikinya atau dengan kata lain mempertang-
atau kelalaiannya yang melawan hukum. gungjawabkannya.^ Hal ini sebenarnya
merupakan hal yang biasa dalam sistem
'Mohamad Burhan Tsani, Hukum danHubungan Internasional, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Perlama,1990,
him. 47
^Hingorani, Modem IntemationalLaw, edisi ke-2,1984, hlm.241, sebagaimana dikutip oleh HualaAdolf,y4spe/f-
Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Rajawall Pers, Jakarta, Cetakan Pertama, 1991, him. 173
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hukum dimana pelanggaran terhadap
kewajiban yang mengikat secara hukum
akan menimbulkan tanggung jawab bagi
pelanggarnya.^
Dalam hukum intemasional dikenal adanya
dua macam aturan, primary rules dan secon
dary rules. Primary rules adaiah seperangkat
aturan yang mendefinlsikan hakdan kewajiban
negara yang tertuang daiam bentuk traktat,
hukum kebiasaan atauintrumen lainnya. Adapun
secondary rules adaiah, seperangkat aturan
yang mendefinlsikan bagaimana dan apa
akibat hukum apabila primary rules itu
dilanggar oleh negara. Seconda!yniles inilah
yang disebut hukum tanggung jawab negara
[thelaw ofstate responslbllty).^
Sampai saat ini pembahasan mengenai
secondary rules atau hukum tanggung jawab
negara dalam hukum Intemasional sebagai-
mana dimaksud dl atas masih sangat membi-
ngungkan. Hal Ini dikarenakan belum adanya
secondary rules yang mapan.® Hukum tanggung
Jawab negara dikembangkan melalui hukum
kebiasaan yang muncul darl praktek negara-
negara, pendapat para pakar, juga putusan
pengadilan intemasional.^ Dl satusisi parapakar
hukum intemasional mengakui bahwa tanggung
jawab negara merupakan suatu prinsip funda
mental dalam hukum intemasional, namun dl
sisI lain mereka juga mengakui bahwa hukum
tanggung jawab negara masih dalam taraf
menemukan konsepnya dan masih dalam
proses perkembangan. Konsekuensinya,
pembahasan terhadapnya dewasa ini masih
sangat membingungkan. Umumnya parapakar
hukum intemasional hanya mengemukakan
karakterisitik timbulnya tanggung jawab negara
seperti halnya':
1. adanya suatu kewajiban hukum inter-
nasional yang beriaku antara dua negara
tertentu
2. adanya suatu perbuatan atau keialalan
yang melanggar kewajiban hukum
intemasional tersebut yang melahirkan
tanggung jawab negara
3. adanya kerusakan atau kerugian sebagai
akibat adanya tindakan yang melanggar
hukum atau kelalaian
Meskipun belum pernah mendapat
kesepakatan secara universal karakterlstik dl
atas banyak diikuti daiam hukum intemasional
klaslk. Dengan demikian tanggung jawab
negara hanya bisa dituntut dalam hubungan
intemasional {antar negara) ketika ada satu
negara yang dirugikan oleh negara lain akibat
pelanggaran kewajiban yang muncul dari
treaty, hukum kebiasaan intemasional, atau
akibat tidak memenuhi kewajiban yang
muncul dari putusan pengadilan.^
Akibat belum mapannya secondary mles
hukum tanggung jawab negara banyak
^Dixon, Martin, Textbook onInternationalLaw, Blackstone Press Limited, fourt edition, 2000,him. 231
"Mohamad MovaAI'Afghani, 'Kewajiban Swedia untuk Melakukan dueDiligence Terhadap Permasalahan
Hasan Tiro", makalah pada workshop on International Legal Process, Hotel Ibis ,25-26 Jull 2003, http//
www.theoeli.com/berlta/detailphp?tipe=a&news=B2, diakses 5 Maret2004
®Shaw, M.N, InternationalLaw, GrotiusPublication, thirdedition, 1991, hlm.482
®Putusan-putusan pengadilan yang banyak memberikan pengaruh pada perkembangan hukum tanggung
jawab negara antara lain Military andParamilitaryactivities in andagainst Nicaragua Case (Nicaragua vUSA)
ICJ, 1986, Barcelona Traction Light Case, Martin, Dixon, loc.cit
^Shaw, M.N, loc.cit.
®Dixon, Martin, op.cit, him. 232
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permasalahan yang belum pemah terselesaikan
Salah satu permasalahan yang masih terus
diperdebatkan selama puluhan tahun adalah
siapa yang dapat meminta pertanggungjawaban
negara bila ada pelanggaran terhadap hukum
internasional. Hukum intemasional klasik selama
ini cenderung sangat membatasi ruang lingkup
tanggung jawab negara, subyeknya hanya
negara, harus dalam kerangka hubungan antar
negara atau bilateral. Di samping itu, hukum tang
gung jawab negara juga dibatasi oleh prinsip
teritorial, Imunitas, yurisdiksi negara, kedaulatan
negara, serta prinsip non intervensi. Pemba-
tasan-pembatasan semacam ini dalam praktek
terbuktl sudah tidak memenuhi kebutuhan lagi,
terlebih setelah makin banyaknya aktor-aktor
non-negara dalam hubungan internasional,
seperti non-government organization (NGO),
individu, bahkan perusahaan-perusahaan
transnasional.
Berkaitan dengan permasalahan di atas
pada Nopember 2001 International Law
Commission (ILC), berhasil mengadopsi draft
mengenai tanggung jawab negara {Draftafticles
on Responsibilty of States for internationally
Wrongful Acts). Draft ini saat ini merupakan
draft terbaru yang diadopsi ILC untuk menja-
wab berbagai perkembangan yang terjadi
dalam hukum internasional dan merupakan
revisi dari draft-draft sebelumnya. Draft ini
dinilai banyak pihak membawa perkembang
an baru {progressive development) hukum
tanggung jawab negara dalam hukum
internasional Mesklpun masih berwujud draft,
sebenarnya isinya tidak lain dari praktek
kebiasaan atau prinsip-prinsip hukum inter
nasional yang telah diterima masyarakat
internasional. Dengan demikian tidaklah
mengherankan bllamana draft-draft ILC
sebelumnya tentang tanggung jawab negara
selama ini juga cukup punya pengaruh kuat,
terbukti dengan seringnya dijadikan rujukan baik
dalam berbagai literatur hukum internasional juga
berbagai putusan pengadilan baik nasional
maupun internasional.
Berkaitan dengan keberadaan draft 2001
tersebut makalah ini berupaya memaparkan
perkembangan baru yang ada dalam draft
tersebut khususnya menyangkut siapa yang
dapat meminta atau memohon tanggung
jawab negara dalam hukum internasional.
Tanggung jawab negara dalam hukum
internasional klasik
Masalah siapa yang dapat meminta atau
menuntut pertanggungjawaban negara
sebenarnya sudah menjadi perdebatan para
pakar hukum internasional sejak abad
lampau. Perbedaan pendapat antara pendapat
bahwa hanya negara yang dirugikan langsunglah
{direct injury) yang dapat menuntut serta
pendapat lain bahwa semua negara atau
masyarakat internasional {international society)
dapat menuntut pertanggungjawaban pada
negara yang melanggar hukum internasional
tidak pernah berakhir dengan memuaskan
sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan atau
keragaman dalam praktek penerapannya.
Perdebatan mengenai hal ini yang paling
terkenal adalah perbedaan pandangan antara
dua pakar hukum terkenal dari Italia yaitu
Dionisio Anzilotti dan Roberto Ago. Apabila
Anzilotti tidak membuat tingkatan terhadap
pelanggaran hukum Internasional maka Ago
membedakannya menjadi delik {delicts) dan
crimes dimana crimes dipandang sebagai
pelanggaran yang lebih serius daripada delik.
Anzilotti berpendapat bahwa tanggung jawab
negara hanya timbul dalam hubungan bilateral
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negara, adapun menurut Ago teitiadap kejahatan
tertentu masyarakat internasional secara
keselufuhan dapat meminta pertanggungjawaban
pada negara pelanggar hukum internasional.
Perbedaan ini muncul karena Anzilotti yang posi-
tivist berapandangan bahwa timbulnya tanggung
jawab adalah dari suatu pelanggaran terhadap
kewajiban yang mengikat antara dua pihak.
Adapun Ago yang mewakili aliran hukum alam
berpendapat bahwa kepentingan masyarakat
internasional (international community interest)
yang dilanggar dapat menimbulkan tanggung
jawab negara.^
Dalam berbagai putusan pengadilan balk
nasional maupun internasional, bahkan dalam
draft !LC yang lama tentang tanggung jawab
negara, pendapat Anzilotti lebih dominan.^"
Demikianlah, dalam hukum internasional
klasik hanya pelanggaran hukum internasional
dari negarasatu terhadapyanglain yangdapat
menimbulkan tuntutan pertanggungjawaban
untuk pemulihan terhadap kerugian yang
diderita" dan bukan sekedar pelanggaran
kepentingan semata. Disamping itu hanya
tindakan oleh negara, bukan tindakan oleh indh/idu
yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban
dalam hukum internasional. Hukum internasional
klasik berpandangan sempit membatasi
subyek hanya pada negara yang bertanggung
jawab terhadap warga asing di negaranya."
Pandangan tersebut menurut Edith Browns
Weiss amat sangat wajar mengingat pasca
perdamaian Westphalia 350 tahun yang iaiu,
negara adalah aktor utama dalam hukum dan
hubungan internasional.^^
Berdasarkan pembatasan-pembatasan
dan karakteristik'3 yang diberikan para pakar
hukum internasional, seiama puluhan tahun
pertanggungjawaban negara hanya timbul
dalam hubungan internasional, yaitu ketika
ada negara lain yang dirugikan secara
iangsung. Contoh yang dapat dikemukakan
antara lain ditolaknya tuntutan New Zealand
dan Australia oleh Mahkamah Internasional
dalam kasus percobaan nuklir oleh Perancis
di laut lepastahun 1974 dengan alasan kedua
negara tidak mempunyai legal standing tidak
dirugikan secara Iangsung, apalagi penduduk
Polynesia, yang terdekat dengan lokasi perco
baan tersebut tidak mengajukan tuntutan.
Seiama puluhan tahun jugakedaulatan negara
(state sovereignity) digunakan sebagai tameng
untuk tindakan-tindakan opresif negara. Kejadian-
kejadian di wilayah suatu negara dipandang
sebagai masalah internal [internal mattei)^\
Perlakuan buruk negara terhadap warganya
sendiri tidak menimbulkan pertanggungjawaban
internasional. Negara lain tidak mempunyai
'Georg Nolte, "From Dioniso Anzillotti toRoberto Ago: Tbe Classical International Law ofState Responsibility
andtheTraditional Primacy ofa Bilateral Conception ofInter-state Relations", dalam European Journal of
International LawiEMU 2002, Vol. 13 No.5, him. 1083-1084
"'Ib/c/,hlm.l084-1086
"DanielBodansky andJohn RCrook, "Symposium The ILC'S State Responsibility Article introduction
and Overview", dalamAmen'can JournaloflntemationalLaw(AJIL). Vol 96,2002,him 776
'^ Edith Browns Weiss," Invoking State Responsibiity intheTwenty-First Centuries", dalam American
Journal of InternationalLaw(AJILL Vol. 96,2002, hlm.798
^^supra no. 5
"Mark Gibney, Katarina Tomasevski andJens Vedsted-Hansen, TransnaslonalState Responsibility for
Violation ofHuman Rights", dalam HarvardHuman Rights Journal. Vol 12,Spring 1999,him.3
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legal standing untuk minta pertanggung-
jawaban negara tersebut karena mereka tidak
dirugikan.Hal ini juga sejalan dengan prinsip
non-intervensi dalam hukum internasional,
bahwa negara dilarang ikut campur terhadap
urusan dalam negeri negara lain.
Masih dalam kaitannya dengan teritorlal,
masing-masing negara hanya bertanggung
jawab terhadap pelanggaran HAM yang terjadi
dl terltorialnya. Amat sulit meminta tanggung
jawab negara berkaitan dengan pelanggaran
HAM yang terjadi dl negara lain dimana
sebenarnya adaketerlibatan negara pertama dari
segl dana, persenjataan maupun pelatihan-
pelatihan secara rutin aparat militer yang
melakukan pelanggaran HAM.'^
Di samping Itu masalah tanggung jawab
negara dalam hukum internasional klasik
tidaklah dapatdilepaskan dari prinsip imunitas
negara di forum nasional negara laln.Sebagai
contoh dapat dikemukakan amatlah sulit meminta
pertanggungjawaban negara berkaitan dengan
peianggaran HAM berat yang dilakukannya di fo
rum nasional negara lain. Dalam kasus A! Adsani,
seorang warga negara Inggris, terbukti tidak bisa
meminta pertanggungjawaban negara Kuwait di
pengadilan Inggris berkaitan dengan peng-
aniayaan {torture) yang dilakukan aparat
negara Kuwait terhadap dirinya ketika iaberada
di Kuwait karena terhaiang prinsip kedaulatan
dan imunitas negara asing di pengadilan
nasional.^®
Perkembangan hukum tanggung jawab
negara dalam hukum iingkungan HAM,
dan Investasi.
Ada beberapa perkembangan hukum
tanggung jawab negara dalam primary rules
yang dapat ditemukan, khususnya dalam
hukum Iingkungan internasional. Dalam kasus
Chorfu Cannel, Mahkamah Internasional
menetapkan... that onestatehas a duty notto
causeharm In ortotheterritoryofanotherstate...
Dalam kasus Trail Smelter 1941, negara
dinyatakan melanggar hukum internasional
ketika asap dan limbah dari pabriknya yang
terletak di British Columbia menimbulkan
kerusakan Iingkungan di Ameilka Setlkai.
Mahkamah Internasional menyatakan bahwa:
...under the principles of International
law... nostatehas theright touseorpermit
the use ofits territory insuch a manneras
tocause injury byfumes inor theterrotory
ofanotherortheproperiies orpersons therein,
when the case is of serious consequence
andthe injury is established by clear and
convincing evidence...
Kasus di atas menjadi tonggak bahwa
tanggung jawab negara terhadap kerusakan
Iingkungan tidak hanya sebatas di teritorialnya
saja. Meskipun negara memiliki kedaulatan
terhadap sumber daya alam yang ada di
wilayahnya, juga terhadap segala aktifitas yang
ada di wilayahnya, namun ia harus menjamin
dan bertanggung jawab terhadap kerugian di
wilayah tetangga yang diakibatkan semua
aktifitas di teritorialnya.
Putusandiatasdipertegaslagi dalam Pasai
'Vb/d, sebagai contoh dapatdikemukakan
'®Lihat kasus Al Adsani (berkewarganegaraan ganda, Inggris dan Kuwait) yang mengaiami penolakan
ketika akan mengajukan kasus dirinya yang disiksa oleh aparat Kuwait dl Pengadilan Inggris yang dibenarkan
oleh European Court on Human Right, Al-Adsani vUnited Kingdom, App. No.35763/97, paragraf 10, November,
21,2001, http://www.echr.coe.int/ena/iudQments. htm
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22 Deklarasi Stockholm 1972 yang menetapkan
bahwa States shall cooperate todevelop further
intheinternationallawregarding liabilityandcom




Perkembangan lain yang juga sangat
menggembirakan adalah berkaitan dengan
pengaturan ekspor limbah beracun. Ekspor
limbah kimia beracun dan tergolong sangat
berbahaya banyak diiakukan negara maju ke
negara-negara miskin Asia dan Afrika. Pelaku
ekspor tidak bisa dijerat oleh hukum nasional
karena belum ada pengaturannya di tingkat
nasional. Hal in! menjadi keprihatinan PBByang
selanjutnya berhasil mengeluarkan The Basel
Convention on the control of Transboundary
MovementofHazardous Wastesandtheirdisposal.
Konvensi menyatakan bahwa tanggung jawab
negara tidaklah hanya sebatasdi teritoriainya saja.
.Pembuatan konvensi in! semula mendapat
tentangan keras karena dianggap melanggar
kedaulatan balk negara penerima maupun
negara penglrim. Sebagai kelanjutan dari Basle
Convention beberapa perjanjian internasional
antara lain antara Afrika dengan Masyarakat
Eropa yang melarang ekspor limbah beitahaya
antara negara-negara dari kedua benua. Tahun
1990 juga dibuat IAEA Code of Practice on
the International Transboundary Movement
of Radioactive Waste.
Contoh lain yang dapat dikemukakan
adalah The North American Agreement on
'^ Edith Browns Weiss, opcit, him. 812
'»/f)/d,hlm.808
'®Muladi, "Beibagal Dimensi Peradilan HAM, makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidanadan Kriminologr,
KerjasamaASPEKUPIKI danFH Ubaya, Surabaya, UJanuarl, 2002, him. 1,sebagalmanadikLitip oleh Supriyadi,
"Pelanggaran HAM yang berat Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional danIntemasional", dalam jumal Mimbar
Hukum, No 43/11/2003, FH UGM, Yogyakarta, him. 21
Enviromental Cooperation 1993 yang memberi-
kan hakpada NGO dan Individu untuk mengadu-
kan negara-negara pihak perjanjian yang diduga
gagal melaksanakan penegakan hukum
lingkungan ke Komisi kerjasama lingkungan
Amerika Utara. individu dannonstate enfeyang
perduli lingkungan juga dapat mengadukan
pelanggaran lingkungan yang diiakukan negara-
negara.pihak ke The Permanent Court ofArbitra
tion {PCAy'.
Di tingkat nasional, pengadilan lingkungan
di New Zealand juga di New South Wales,
Australia memberikan kewenangan pada indi
vidu untuk membawa kasus lingkungan ke
depan pengadilan-pengadilan tersebut tanpa
persyaratan personal injury.^^
DI samping bidang hukum lingkungan
kemajuan besar hukum tanggung jawab
negara juga dapat ditemukan dalam hukum
hak asasi manusia. Masalah pelanggaran
HAM yang berat sebenarnya telah lama
menjadi perhatlan dunia internasional. Ide dan
pemikiran untuk mengadili para pelaku
kekejaman dan pelanggaran HAM yang berat
tersebut mengalami sejarah perkembangan
yang cukup panjang. Ide danpemikiran tersebut
telah muncul dan. dikenal sejak jaman Yunani
kuno, yaltu dengan terjadinya penuntutan
terhadappara pelaku kekejaman dalam konflik
bersenjata yangbrutal, atas dasar standarnilai
dan norma kemanusiaan yang bersumber
pada filsafat dan agama.'^
Pasca Perang dunia kedua terjadi ledakan
berbagai instrumen HAM dan mekanismenya'
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untuk melindungi individu-individu dari perlakuan
kejam pemerintah mereka sendiri. Instrumen-
instrumen HAM tersebut memasukkan bebe-
rapa pelanggaran HAM sebagai kejahatan
{crimes) baik dalam hukum nasional maupun
internasional dan terbuka kemungkinan
terhadapnya diterapkan penegakan hukum
transnasional [transnasional enforcement).^^
Berdasarkan instrumen-instrumen HAM
tersebut, khusus untuk pelanggaran berat
HAM, pemaknaan prinsip legalitas tidak
terbekap oleh ruang hukum yang sifatnya
domestik, namun juga dapat bergerak leluasa
dalam ruang hukum yang sifatnya internasional
terhadap proses peradilan domestik. Ruang
hukum domestik tidak menjadi satu-satunya
ruang pergerakan '^ untuk dijadikan landasan
hukum guna mengadili pelaku delik pelanggaran
berat HAM. Suatu perbuatan atau kelalaian yang
diduga sebagai pelanggaran berat HAM yang
belum diatur oleh hukum domestik tetap dapat
dilakukan peradilannya dengan menggunakan
institusi domestik, dengan mengacu padanorma
hukum internasional seperti statuta, yurisprudensi,
konvensi, maupun kebiasaan intemasional.
Dalam kaltannya dengan bahasan
makalah Ini, tanggung jawab negara dalam
hukum hak asasi manusia internasional
adalah berkaitan dengan kewajiban negara
dalam memajukan dan melindungi hak asasi
manusia yang diakui secara internasional.
Tanggung jawab negara timbul, sebagai
akibat dari pelanggaran hukum Internasional
oleh negara yaitu:^^
a. melakukan tindakan pelanggaran hak asasi
manusia [action], dan melalaikan, tidak
melakukan tindakan apapun, atau melaku
kan pembiaran [ommision) terhadap
pelanggaran hak asasi manusia.
b. Melakukan tindakan yang merupakan
pelanggaran terhadap kewajiban inter
nasional
Tanggung jawab negara dalam pengertian
ini juga merupakan bentuk pertanggung jawaban
terhadap masyarakat intemasional [erga omnes).
Negara pelanggar hak asasi manusia tidak hanya
bertanggung jawab terhadap negara-negara lain
yang ikut andil dalam perjanjian hak asasi
manusia multilateral tetapi juga bertanggung
jawab secara langsung kepada indivudu atau
kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya
dalam satunegara. Individu atau kelompok yang
menjadi korban mempunyai hak untuk
mengajukan tuntutan atas penderitaan yang
dialaminya kepada negara dan atau kepada
masyarakat intemasional.^
Beberapa perjanjian internasional baik
regional maupun internasional mengakui hak
Individu untuk complain terhadap pelanggaran
hak asasi manusia yang dilakukan negaranya
di depan pengadilan. Dalam kerangka PBB dapat
ditemukan 4 perjanjian intemasional yaitu The
First Optional Protokoi to the International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),
The Optional Protokoi to the Convention onthe
Elimination ofAllForms ofDiscn'minationAgainst
Woman, The Convention Against Torture and
Others Forms of Cruel and Inhuman Punish
ment, dan the Intemational Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimina
tion yang memberikan hak-hak tersebut pada
individu atau kelompok individu.^^
2°Mark Gibney, Katarina Tomasevski and JensVedsted-Hansen, op.cit, hlm.3
2'A Irmanputra Sidin, "Asas Legalitas Peradilan HAM," Kompas, Senin 8April 2002
^www.sekltarkita.cbm/Qlosari/t.htm-9k
"Edith Browns Weiss,opcit, him, 808
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The First Optional Protokol toICCPRserta
The Optional Protokol to the Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Woman memberikan hak pada
individu untuk membuat representation tertulis
pada UN Human Right Committee terhadap
pelanggaran Covenan oleti negara yang telah
menerima covenant tersebut. Sejak awal 1977
sampal Agustus 2002, Komite telah mendaftar
1100 pengaduan menyangkut 70 negara. Fungs!
komite adalah meningkatkan pengaduan ke
proses adjudicating human right dispute.^^
Di tingkat regional, individu juga diakul
menjadi aktor penting yang dapat meminta
perlanggung jawaban negara. European Court
of Human Right di tahun 2001 menerima
31.393 pengaduan dari individu. Jumlah ini
merupakna peningkatan bila dibandingkan
tahun 1999hanya 8400 kasus dan tahun2000
dengan 10.482 kasus.
Di samping apa yangdikemukakan diatas
bahwa negara bertanggung jawab pada individu
yang dirugikan langsung, tanggung jawab negara
terhadap masyarakat intemasional {erga omnes)
juga mengadung art! bahwa tanggung jawab
negara tidak hanya tertuju kepada negara
yang dirugikan saja {injured state) tetapi
seluruh masyarakat intemasional.Putusan
Mahkamah Intemasional dalam kasus
Barcelona sering dirujuk untuk memperkuat
argumen tersebut:^®
"....sangat penting untuk membedakan
kewajiban negara terhadap masyarakat
intemasional sebagai keseluruhan, dan yang
timbul dalam hubungan dengan negara lain
di bidang perlindungan diplomatik. Menurut
sifatnya, yang pertama merupakan kepentingan
semua negara. Karena sifat hak-hak yang
dilindungi dipandang penting, maka semua
negara dapat dianggap mempunyai kepentingan
hukum atas perlindungan hak-hak tersebut;
kewajiban mereka disebut erga omnes.
Kewajiban demikin berasai dari hukum inter-
nasional kontemporer, yang menyatakan
tindakan agresi, genocide, perbudakan, dan
diskriminasi rasial sebagai tindakan-tindakan
di luar hukum. Beberapa hak yang dilindungi
ini telah masuk hukum intemasional umum,
sedangkan yang lain dinyatakan oleh instru-
men-instrumen sebagai mempunyai sifat
quasi-universal atau universal.^^
Sangat menarik juga kiranya untuk
mengkaji putusan Pengadilan HAM Inter
Amerika, yang menyatakan bahwa:
"...perjanjian HAM modern padaumumnya,
Konvensi Amerika untuk HAM khususnya,
bukanlah perjanjian multilateral tradisional
yang dihasilkan dari saling member! hak
untuk kepentingan bersama negara pihak.
Maksud dan tujuannya adalah untuk
melindungi hak-hak dasar manusia, tanpa
memandang kebangsaan, baik bagi warga
negara pihak maupun terhadap negara
pihak lainnya. Dalam menyimpulkan
perjanjian-perjanjian HAM tersebut, negara




Report dalam kasus Barcelona Traction Light Company (Tahap kedua, Belgia vSpanyol) tahun
1970, hlm.32, sebagaimana dikutip oleh Ifdhal Kasim, "Prinsip-Prinsip Van Boven mengenai Korban Pelanggaran
HAM", makalah padaPenataran Tingkat Advanced Hukum Humaniter Intemasional danHAM, kerjasama
Unilak Riaudan ICRC, Pakanbaru, 2003 ibid, hlm.7
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mereka ke dalam suatu ketertiban hukum,
dimana mereka telah menyanggupi
melakukan berbagai kewajiban, bukan
dalam hubungan ke negara lainnya,
melainkan terhadap individu di dalam
yurisdlksinya.^®'
Dari apa yangdipaparkan diatas nampak
adanya pembedaan antara tanggung jawab
negara terhadap masyarakat umum dalam
kasus-kasus khusus seperti agresi, genocide,
perbudakan, diskriminasi rasiai serta pelang-
garan HAM yang berat lainnya dan terhadap
tanggung jawab negara lain dalam kasus-kasus
umum hubungan bilateral mereka. Dalam
kaitannya dengan pelanggaran HAM yang
berat individu atau keiompok yang menjadi
korban mempunyai hak untuk mengajukan
kepada negaranya dan atau kepada masyara
kat internasional tuntutan atas pendehtaan
yang dialaminya sebagai korban. ini berarti
bahwa sistem hukum nasional suatu negara
harus memberikann prosedur-prosedur
disipilner, administratif, perdata maupun pidana
yang efektif sehingga memungkinkan korban
mengakses ke sistem tersebut
Di samping itu dapat dikemukakan pula
bahwa berdasarkan konsep bahwa setiap
negara punya kewajiban untuk menghormati
hak-hak warganya sendiri dalam Gerakan
HAM internasional, maka bangsa-bangsa lain
serta masyarakat internasional punya hakdan
tanggung jawab untuk menjatuhkan sanksi-
sanksi jika kewajiban tersebut dlianggar.
^^Pengadilan Inter-Amerika Mengenai HAM, Serl A, Penllaian dan Pandangan, No.2 Paragraf 29,
sebagaimana dikutip oleh Ifdal Kasim, ibid
^Vbid, him.8
^JemesCrawford, "The Relationship between Sanction andCountermeasures" dalam European Journal
oflniernaiional Law fEJIL) 2002. Vol. 13No.3. hlm.667
'^Andres Rigo, ICSID :An Overview, in Int'LARB. Rep, Winter, 2002( Fullbright&Jaworski), sebagaimana
dikutip oleh Edith Browns Weiss, opcit, him 813
Doktrin tradisional yang mengatakan bahwa
tanggung jawab negara terbatas hanya pada
warga negara asing di negara tersebut menjadi
tak berlaku lagi. Karena perkembangan HAM
internasional, tanggung jawab negara juga
dapat muncui akibat perlakuan buruk peme-
rintah suatunegaraterhadapwarganegaranya
sendiri.®°
Perkembangan selanjutnya adalah dibidang
hukum investasi. Perjanjian The Internatiohal
Centre for Settlement of Investment Dispute
(ICSID) misalnya, memberikan hak padainvestor
asing, dalam hai ini adalah perusahaan
transnasionai maupun piivat person yang merasa
dirugikan oleh kebijakan House State untuk
mengajukan sengketa penanaman modal
asingnya pada ICSID seoara langsung tanpa
melalui negara asainya. Sampai dengan tahun
2002 yang iaiu lembaga ini sudah menerima 93
permintaan arbitase dan '^ 3 kasus urituk konsilla-
si. investor jugadapat mengajukan tuntutan ke
pengadilan naisonai atau administrative tri
bunal terhadap perjnajian-perjanjian investa
si bilateral. Sampai dengan Desember 2002,
Amerika Serikat sudah menandatangani 45
perjanjian investasi bilateral, 37 diantaranya
sudah berlaku yang mengijlnkan investor individu
menggunakan pengadilan atau administrasi
tribunal pihak yang terlibat sengketa, mengaju
kan ke ICSID, atau arbitrase lain, dan memperoleh
domestik interim injunctive relief selama
proses arbitrase berlangsung.^^
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Timbulnya Tanggung Jawab Negara
menurut Draf ILC 2001
Makalah ini sebagaimana dikemukakan
pada bagian pendahuluan tidak bermaksud
untuk membahas kapandan syarat-syaratapa
untuk timbulnya tanggung jawab negara dalam
hukum internasionai, tetapi hanya untuk
membahas siapa yang memiliki hak {legal
standing) menuntut negara yang meianggar
kewajiban hukum internasionai. Namun
demikian secara sepintas akan dipaparkan
bagaimana ILC mengatur mengenai kapan
timbulnya tanggung jawab negara dalam
hukum internasionai.
Setiap internationally wrongful Acts
negara menimbuikan tanggung. jawab
negara.^Tindakan berbuat atau tidak berbuat
[omission) dari negara dapat merupakan In-
temationally wrongful Acts yang mengandung
dua unsuryaitu:^
a. dapat dilimpahkan pada negara berdasarkan
hukum intemasional
b. merupakan peianggaran kewajiban
terhadap hukum internasionai {breach of
an intemational obligation)
Karakterisasi tindakan negara yang
merupakan \ntemationally wrongful Acts diatur
oleh hukum intemasional, tidak dipengaruhi oleh
karakterisasi hukum nasional.^^ Adapeianggaran
terhadap kewajiban internasionai bilamana
tindakan negara tersebut tidak sesuai [not incon-
forwit)^ dengan yang disyaratkan terhadapnya
oleh kewajiban tersebut, apapun sifat dan
karaktemya.^ Tindakan negara tidak merupakan
peianggaran kewajiban kecuali jika negara
tersebut terikat oleh kewajiban yang diper-
masalahkan pada saat tindakan terjadi.^
Unsur dapat dilimpahkan muncul karena
dalam praktek negara tidak dapat bertindak
sendiri, harus melalui individu sebagai organ
negara, perwatdian negara atau pejabat negara.^
Tindakan negara yang dapat dilimpahkan
adalah:
a. tindakan dari semua organ negara (s/afe
organ), baik legislatif, eksekutif, yudikatif atau
apapun fungsinya, apapun posisinya dalam
struktur organisasi negara dan apapun
karakternya sebagai organ pemerintah
pusat atau territorial unit M suatu negara.
Termasuk diam organ adaiah setiap orang
atau kesatuan {entity yang mempunyai sta
tus organ negara daiam hukum nasionaP®
b. tindakan individu atauenf/tyyang meskipun
bukan organ negara atau diluar struktur
formal pemerintah pusat atau daerah
tetapi dikuasakan secara sah untuk
meiaksanakan unsur-unsur kekuasaan
instansi tertentu pemerintah^°
Tindakan organ negara atau orang atau
kesatuan yang dikuasakan oleh elemen
pemerintah sebagaimana dikemukakan di atas





^ Mohamad BurhanTsani, op.cit, hlm.48
Draft articles onResponsibilty ofStates for internationally WrongfulActs, Pasal 4
^ibid, Pasal 5
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dalam kapasitas resminya dipandang sebagai
tindakan negara dandapat dilimpahkan .bahkan
jika mereka diluar kekuasaannya {exceeds its
authority) atau melakukan tindakan yang
bertentangan dengan instruksi yang diberikan
padanya {contravention ofinstruction).^^
Tindakan individu atau kelompok
dianggap sebagai tindakan negara bilamana
dalam melakukan tindakannya mereka
mendapat instruksi, atau dibawah petunjuk
atau kontrol negara^^
Suatu negara yang membantu {aids oras
sist) negara lain dalam iniemationally wrongful
Acts yang dllakukan negara lain tersebut
bertanggung jawab secara internasional jika
A. that state does so with knowledge of the
circumstances oftheintemationaliy wrongful
Acts
B. the act would be internationally wrongful
/Acts ifcommitted by thatstate
Suatu negara yang memberikan petunjuk
atau mengontrol {direct orcontrol) negara lain
daiam melakukan internationally wrongful Acts
bertanggung jawab secara internasional jika:
a. that state does so with knowledge of the
circumstances oftheintemationaliy wrongful
Acts
b. the act would be internationally wrongful
Acts ifcommitted by thatstate
Negara yang bertanggung jawab terhadap
the internationally wrongful Acts wajib untuk;
a. cease that act, ifit is continuing
b. offerappippriate assurances andguarantiees
ofnon-repetition, ifcircumstances so require.
Negara bertanggung jawab untuk
memberikan full reparation terhadap kerugian
*hbid, Pasal 7
^^ibid, Pasal 8
^ibid, Pasal 36 dan 31
{Injury) yang ditimbulkan oleh the internationally
wrongful Acts. Kerugian yang dimaksud
meliputi material, Immaterial yang disebabkan
oleh the internationally wrongful Acts negara
tersebut.**^
Full reparation terhadap kerugian yang
disebabkan oleh the internationally wrongful
Acts dapat dalam bentuk restltusi atau
kompensasi ataupemuasan {satisfaction) atau
kombinasi dari ketiganya.
Dari apa yang dipaparkan di atas nampak
bahwa draft ILC 2001 menegaskan bahwa
tanggung jawab negara timbul ketika ada
tindakan atau kelaiaian suatu negara yang
merupakan pelanggaran kewajiban hukum
Internasional. Syarat berikutnya untuk timbul
tanggung jawab negara adalah bahwa
tindakan atau kelaiaian tersebut di atas dapat
dilimpahkan pada negara. Unsur adanya
kerugian tidak lagi menjadi syaratmutlak untuk
menuntut tanggung jawab suatu negara.
Pemohon Tanggung Jawab Negara
dalani'Draf ILC 2001
Sebagaimana dikemukakan, Draf ILC 2001
tentang tanggung jawab negara {Draft articles
on Responsibilty of States for internationally
WrongfulActs) banyak membawa perkembangan
baru bagi hukum tanggung jawab negara dalam
hukum Internasional. Perkembangan baru ini
khususnya menyangkut siapa yang dapat
mengajukan tuntutan tanggung jawab negara.
Draft ILC 2001 tentang tanggung jawab
negara terdiri dari 4 bagian dan 59 pasal.
Bagian pertama tentang The Internationally
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wrongful actofa state, keduatentang Contentof
the international Responsibilty ofa State, ketiga
tentang The implementation of the International
Responsibilty of a State, dan keempat tentang
General ProvisionJ^^
Salah satu perkembangan baru yang
cukup banyak mendapat sorotan adalah
menyangkut siapa yang dapat mengajukan
tuntutan tanggung jawab negara yang diatur
daiam bagian ketiga The implementation ofthe
InternationalResponsibilty ofa State, khususnya
dalam bab 1-nya tentang Invocation of the
responsibilty ofa State.
Bilamana hukum internasional klasik
hanya memberikan hak pada negara yang
dirugikan saja untuk menuntut tanggung
jawab negara maka Draft ILC 2001 tentang
tanggung jawab negara membedakan antara
negara yang dirugikan {injured states) yang
diatur dalam Pasal 42 dan negara yang tidak
dirugikan {noninjured states).
Pasal 42 Draft selengkapnyamenetapkan
bahwa A state is entitled as Injured state to
invoke the responsibility of another State ifthe
obligation breached is owed to:
a. that state individually; or
b. a group of states including that State, or
the international community as a whole,
and the breach of the obligation:
1. specially affects thatState or
2. Is of such a character as readllly to
change the position of all the other
States to which the obligation is owed
with respecttothefurtherperformance
of the obligation
Pasal 42 ini mirip dengan Pasal 60
KonvensI Wina 1969 tentang perjanjlan
internasional, berhubungan dengan material
breaches of treaties. Pasal 42 paragraf a
menetapkan bahwa suatu negara dirugikan ketika
ada pelanggaran kewajiban individual. Hal ini
dapat terjadi pada beitagai perjanjlan bilateral,
komitmen sepihak [unilateral commitmenti seperti
komitmen untuk tidak menggunakan jenis senjata
tertentu, tidak mengambii ikan di zona tertentu,
ketentuan umum hukum internasional yang
melahirkan kewajiban tertentu antar dua negara
seperti hubungan antara riparian state daiam
international watercourse, atau juga perjanjlan
multilateral yang melahirkan kewajiban-
kewajiban tertentu satu sama lain."*®
Adapun Paragraf b diterapkan dalam hal
suatu negara dipengaruhi oleh pelanggaran
kewajiban hukum intemasionai oleh pihak lain.
Contoh untuk kualifikasi ini adalah pelanggaran
terhadap The Treaty on the Limited Test Ban
Treaty atau The Prohibition on Sovereign
Territorial Claims in the Treaty onAntartica
Dari apa yang dikemukakan di atas
nampak bahwa pengertian Injured statedaiam
Pasal 42 adalah pengertian yang sempit, tidak
seiuas pengertian daiam kasus Barcelona
sebagaimana dikemukakan sebelumnya.
An Injured State yang meminta tanggung
jawab dari negara lain memberitahukan
tuntutannya padanegara tersebut supaya negara
tersebut menghentikn tindakan peianggarannya
jika hal itu maish berlangsung. The Injured State
juga dapat menyertakan daiam tuntutannya
bentuk pemulihan {reparation) apayang iatuntut
dari negara pelanggar. '^
Tanggung jawab negara tidak dapat
"Lihat Draft articles onResponsibilty ofStates for internationally WrongfulActs, ILC, 2001
^^Edlth Browns Weiss, opcit, him 802
""Ibid
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diminta jika:''®
a. the claim is not broughtinaccordance with
any applicable rule relating to the nationality
of claims
b. the daim is one to which the rule of exhaustion
of local remedies applies and any available
andeffective localremedyhasnootexhausted
Tanggung jawabnegara juga tidak dapat
diminta jika:"®
a. The injured state has validly waived the
claim
b. The injured states is to be considered as
having, by reason of its conduct, validly
acquiscedin the lapse of the claim
Selanjutnya, bila pasal 42 mengatur
mengenai injured states maka Pasal 48
mengatur khusus mengenai invocation of
responsibility by a state other than an injured
state. Pasal 48 Draft menetapkan sebagai
berikut;
1. Any State other than an injured State is
entitled toinvoke theresponsibilityofanother
Stateinaccordance with paragraf2 if:
a. theobligation breachedisowedtoagroup
ofStatesindudingthatState isestablished
for theprotection ofa collective interestof
thegroup ;or
b. theobligation breached is owedto the
international community as a whole
2. Any state enntitled to invoke responsibility
under paragraf 1 may claim from the
responnnsibie State
a. Cessation of the intemationally wrongful
act, and assumces and guarantees of
non-repetition In accordance with article
"'Pasal 43 Draft ILC 2001
"®Pasal 44 Drtat ILC 2001
"5pasal45 Draft ILC 2001
^Ibid, hlm.803
30; and
b. Performance of the obligation of the
reparation in accordance with the
preceeding articles, in the interest of
the injured State or thebeneficiarie of
the obligation breached
3. Therequirement for the invocation of
responsibility by an injured State under
articles 43,44 and 45 apply toan invocation
ofresponsibility bya Stateentitled todoso
undre paragraf 1
Berdasarkan Pasal 48 di atas negara-
negara selain injured States dapat mengajukan
tuntutan pertanggungjawaban pada negara
lain dalam dua haP:
a. kewajiban yang dilanggar dimiliki suatu
kelompok negara termasuk negara yang
mengajukan tuntutan tersebut, ditetapkan
untuk perlindungan kepentingan kelompok
tersebut
b. kewajiban yang dilanggar dimiliki oleh
seluruh masyarakat internasional
keseluruhan
Bentuk yang pertama (a) mencakup
perjanjian-perjanjian regional bidang keamanan,
perlindungan HAM, dan lingkungan. Hal ini
sesuai dengan tanggung jawab negara dalam
S.S Wembledon case. Dalam kasus Ini ketika
Jerman menolakmengijinkan British Vessel yang
disewa perusahaan Perancls untuk berlayar di
The Kiel Canal, Inggris,Perancls, Italiy, dan
Jepang menuntut Jerman untuk pelanggaran
The Treaty of Verailles. Mahkamah Internasional
Permanen mengakul hak {standing) ke-4 negara
pemohon dengan dasar bahwa mereka
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mereka memiliki kepentingan hukum, sebagai
negara pihak dalam Versailles treaty, memiliki
kapal yang senantiasa melalui The Kiel Ca
nal, meskipun Italy dan Jepang tidak memiliki
kepentingan ekonomi langsung terhadap
kasus ini.®'
Hal yang paling menarik dan kontroverslal
dari pasal 48 draft adalah bentuk kedua (b),
pelanggaran kewajiban yang dimiliki masyarakat
internasional keseluruhan {erga omnes). Disini
komisi penyusun draft merujuk pada putusan
Mahkamah Internasional dalam kasus
Barcelona yang membedakan antara kewajiban
yang dimiliki negara tertentu dengan yang
menyangkut masyarakat internasional keseluruh
an. Dalam hal yang kedua ini masyarakat
Internasional keseluruhan mempunyai hak (stan
ding) mengajukan tuntutan terhadap negara
pelanggar. Masuk kategori dimana masyarakat
Internasional mempunyai standing Ini adalah
kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan
HAM dan lingkungan. Contoh dibidang HAM
antara lain masalah genocida, perbudakan,
diskriminasi raslal" dan self-determination.^
Adapun di bidang lingkungan adalah larangan
todisposehigh-or-medium levelnuclearwastes
di lautan."
Hal yang penting dicermati menurut Edith
Brown Weiss adalahbahwaPasal48 ditujukan
pada international community as a whole
bukan pada international community of states
as a whole. Hal ini menunjukkan diterimanya
pandangan bahwa masyarakat internasional
him. 804





tidak hanya terdiri dari negara.^^
Pasal 48 (2) menetapkan bahwa setiap
negara yang berhak untuk meminta pertang-
gungjawaban dari negara lain tidak hanya ber
hak meminta penghentian tindakan pelang
garan serta jaminan tidak mengulangi, tetapi
juga berhak atas pemulihan kepentingan negara
yang dirugikan atau beneficiaries dan kewajiban
yang dilanggar.Tldak begitu jelas siapa yang
dimaksud ILC dengan beneficiaries karena
tidak ada penjelasan mengenai hal itu. Contoh
beneficiaries yang sering dicontohkan para
pakar adalah individu-individu yang mendapat
keuntungan dari perjanjian HAM. Ketidak-
jelasan ini tentu bisa mendatangkan perma-
salahan hukum ke depan bila penafsiran
dilakukan terlalu luas, meskipun demikian
ketentuan Pasal 48 ini diakui sebagai suatu
proggressive development yang berani.®®
Meskipun merupakan suatukemajuan yang
luar biasa dan perumusannya melalui perdebatan
sengit, di sisi lain tidak berarti pasal tersebut tidak
berbahaya. Bagaimanapun pasal tersebut
berpotensi berbahaya karena tidak adakejelasan
atau kepastian mengenai pelanggaran apasaja
yang memberikan hak pada masyarakat
internasional keseluruhan untuk mengajukan
tuntutan pertanggungjawaban. Draft menyerah-
kan pada maslng-masing negara untuk
menafsirkan apakah suatu pelanggaran
kewajiban ergaomnessudahterjadi atautidak.
Hal ini menurut D.N Hutchinson dapat
menimbulkan bahaya yaitu bahwa hak yang
206 JURNAL HUKUM. NO. 30 VOL 12 SEPTEMBER 2005:193,209
Sefriani. Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam...
diberikan Pasal 48 (1) tersebut disalahgunakan
untuk menjustifikasi tindakan-tindakan yang
bermotivasi politik atau intervensi unilateral
oleh suatu negara terhadap negara lain dengan
dalih untuk menegakkan hukum internasional.®^
Untuk mencegah kemungkinan yang
dikhawatirkan oleh D.N Hutchinson, suatu
negara ditundukkan dengan pembalasan
{counter measures) berdasarkan tuntutan
hukum yang curang {spurious legal claim)
pasal 48(1) harus dibaca keseluruhan dengan
pasal-pasal mengenai countermeasures,
pasal49-54. Pasal49menetapkan bahwa coun-
termeasure hanya dapat dilakukan oleh suatu
negara terhadap negara yang melakukan inter
nationally wrongful act untuk memaksa negara
tersebut melaksanakan kewajibannya.^ Coun
termeasures tidak mempengaruhl kewajiban
negara untuk menahan diri dari ancaman atau
penggunaan kekerasan (use of force) dalam
Piagam PBB , kewajiban perlindungan HAM
yang fundamental, kewajiban a humanitarian
character prohibiting reprisals, dan kewajiabn
lain dibawah premptory norms of general
internasional law.^^ Countermeasures yang
dilakukan suatu negara terhadapnegarayang
lain juga harus tetapmenghormati prinsip tidak
dapat diganggu gugatnya {inviolabilty) agen-
agendiplomatik dan konsuler, gedung-gedung
{premises), arsip serta dokumen perwakilan
®^D.N Hutchinson, "Solidarity andBreaches ofMultilateral Treaties", 1988, Britania Year Book Interna
tional Law. 152,202, sebagaimana dikutlp oleh Edith Browns Weiss, ibid
^Pasal 49(1) DraflLC 2001
^^Pasal 50 (1) Draf ILC 2001
®"Pasal 50 (2b) Draf ILC 2001
®iPasal51 Draf ILC 2001
®2Pasal 53 Draf ILC 2001
®^Pasal 54draft selengkapnya berbunyi this chapterdoesnotprejudice theright ofanyState, entitled
underarticle 48, paragraph 1toinvoke theresponsibility ofanotherstate, totakelawful measures againstthat
state toensure cessationofthebreach and reparation inthe interestofthe injuredstate to ensure
asing.®® Countermeasures jugaharusdilakukan
secara proporsional sesuai dengan kerugian
yang diderlta dan bobot pelanggaran kewajiban
yang dipermasalahkan.®' Countermeasures
harus dihentlkan sesegera mungkin setelah
negara pelanggar melaksanakan kewajlbannya.®^
Selanjutnya yang juga sangat panting adalah
bahwa Pasal 54 membatasi hak negara-
negara yang berhak memlnta pertanggung
jawaban negara lain berdasarkan Pasal 48 (1)
dengan lawful measures.^
Perdebatan mungkin tidaknya aktor non-
negara meminta tanggung jawab negara
sangatlah sengit dalam proses penyusunan
draft. Sebagian anggota komisl menghendaki
bahwa hak non-state actor dinyatakan tegas
dan diatur rinci sementara yang lain
menolak.Akhirnya kompromi atau pendekatan
yang digunakan oleh ILC adalah dengan
mengingatkan pada semuanya bahwa Draft
ILC merupakan secondary rules, mengatur
masalah tanggung jawab negara secara
umum dan tidak menutup kemungkinan
adanyaaturan khusustanggung jawabnegara
dibidang-bidang tertentu. Hal inl ditegaskan
dalam Pasal 33 bahwa:
1. Theobligation of the responsible State set
outin thispartmaybeowedtoanotherstate, to
several states, or to the International
community as awhole, depending inpar-
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ticular on the character and the content of
the international obligation and on the cir
cumstances of the breach
2. this part is without prejudice to any right,
arising from the international responsibility
of a State, which may accrue directly to
anypersonor entity otherthan State
Demikianlah draft mengakui bahwa the
primary rules dapat menetapkan siapa yang
dapat minta tanggung jawab negara. Draf tidak
menunjuk aktor siapadan untuk kewajiban apa
aktor non-negara dapat mengajukan tuntutan.
Draf menyerafikan fial in! padatheprimary rules
sebagai lexspecialis. Dengan demikian sangat
dimungkinkan dalam beberapa prosedur suatu
entity meminta tanggung jawab negara secara
langsung tanpa melalui intermediation negara
manapun. Hal in! sesuaidengan perkembangan
yang terjadi di peijanjian-perjanjian intemaslonal
maupun regional tentang HAM, lingkungan, juga
perjanjian periindungan investor asing. Dapat
disimpulkan bahwa pada prinsipnya Draft ILC
hanya mengatur prinsip-prinsip umum tanggung
jawab negara, tidak mengatur topik-topiktertentu
secara khusus
Masaiah lex specialis dipertegas iagi
oleh ILC dalam Pasal 55 tentang lex specialis
yang menetapkan bahwa ...theseaitides donot
apply where and to theextent thattheconditions
for theexistence ofan internationally wrongful act




Draft articles on Responsibilty of States
"Dixon, Martin, op.cit, hlm.230
for internationally WrongfulActs ILC membawa
beberapa perkembangan baru yang penting.
Salah satu perkembangan baru tersebut adalah
menyakut siapa yang berhak mengajukan
tuntutan {invoke) pada negara lain dalam hai
terjadinya pelanggaran kewajiban intemaslonal.
Biia hukum intemaslonal kiasik hanya
mengakui negara yang dirugikan langsunglah
sebagai pihak yang dapat mengajukan
tuntutan,maka draft ILC 2001 memungkinkan
negara yang tidak dirugikan untuk mengajukan
tuntutan yaitu dalam hal pelanggaran kewajiban
yang dimiiiki oleh masyarakat internasioanal
keseluruhan {erga omnes). Dengan demikian
masaiah pelanggaran HAIVI berat yang terjadi
di suatu negara dan selama ini dipandang
masaiah domestik sematadan negara lain tidak
memiliki legalstandingMaMah berlaku Iagi. Draf
ILC dengan segala kekurangannya menetapkan
dirinya sebagai secondary rules, memungkin
kan keberadaan primary rules sebagai lex
specialis mengatur hal-hai yang beium diatur
oleh Draf seperti hainya menyangkut aktor non
negara dan pelanggaran kewajiabn apa saja
yang dikiaim sebagai miiik masyarakat
intemaslonal keseluruhan.
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